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GRATIFIKASI
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Komisi Pemberantasan Korupsi

Program Pengendalian
Gratifikasi (PPG)

Program yang bertujuan untuk mengendalikan
penerimaan gratifikasi secara transparan dan
akuntabel, melalui serangkaian kegiatan yang
melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan,
dunia usaha, dan masyarakat untuk membentuk
lingkungan pengendalian Gratifikasi.




- Maksud
Apa maksud Pemberi memberikan Gratifikasi kepada

Anda?

Agenda

Adakah Agenda kegiatan yang dilakukan Pemberi yang
sedang berlangsung pada saat dilakukannya pemberian
Gratifikasi kepada Anda?

Terbuka
Apakah pemberian tersebut sah dan dilakukan secara
terbuka?

Bagaimana ldentitas dan latar belakang pemberi dalam
kaitannya dengan jabatan dan pelaksanaan tugas serta
kewajiban Anda?
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I Identitas

Pengendalian

Individu




PENTINGNYA
PENGENDALIAN
GRATIFIKASI
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Pegawai/Pejabat
Praktik Penerimaan : el t'dak.
: iIndependen dan tidak
SEIN PO SRRl adil dalam pelaksanaan
Gratifikasi yang tidak P

terkendali RIS el
menggunakan

kewenangannya

Tergerusnya Integritas dan nilai etika
dalam diri pegawai/pejabat

Terbentuknya Persepsi Negatif bagi
pegawai/pejabat dan organisasi/instansi
Terjerumusnya Pegawai/Pejabat dan Instansi ke
dalam risiko hukum



Mempengaruhi
Pejabat Publik

q Rusaknya Sistem VISI, MISI dan
INT‘E@KITY dan Prosedur TUJUAN TIDAK
;a TERCAPAI
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KPK
&omisi Pemberantasan trupsi

HUBUNGAN
GCG, PPG, DAN
GRATIFIKASI

GOOD CORPORATE
GOVERNANCE (GCG)

dalam pikiran anda sudah tersimpan
beragam data dan informasi serta
pengalaman terkait hal tersebut.

Sebelum kita mengaitkan antara GCG

dengan Gratifikasi dan PPG (program
pengendalian gratifikasi), sekarang anda
berlatinh untuk menyajikan pemahaman
GCG anda secara singkat dan jelas.



Temukan kata-kata kunci
yang dapat memperjelas
keterkaitan antara GCG
dengan Gratifikasi dan
PPG
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GCG
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TRANSPARENCY

ACCOUNTABILITY

RESPONSIBILITY
INDEPENDENCY

FAIRNESS




HUBUNCGCAN
SPIP, PPG, DAN
GRATIFIKASI

Bot
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CONFLICT OF
INTEREST (COI)

MANAGING GIFT

GRATIFIKASI
PASAL 12B

TRANSPARANSI
AKUNTABEL
KEJELASAN
ATURAN MAIN

KREDIBILITAS
& DAYA SAING



Perang

k§t dan

Perangkat yang terdiri dari
perangkat ketentuan, perangkat

SDM dan organisasi.

Mekanisme yang dimaksud adalah
mekanisme penyebarluasan
pemahaman dan mekanisme

pemrosesan pelaporan penerimaan
dan pemberian gratifikasi di
lingkungan instansi.




Mengangkat

Persepsi kredibilitas dan
masyarakat yang nilal lembaga yang
positif terbangun dipersepsikan
secara alami atas sebagail lembaga

lembaga yang bersih dan

profesional

Meningkatkan
INntegritas pegawai
dan integritas
lembaga
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TAHAP PRA-
IMPLEMENTASI
dan
IMPLEMENTASI

TAHAP PASCA-
IMPLEMENTASI
(MONITORING
Dan EVALUASI)

TAHAPAN PPG

Tahapan PPG terdiri dari dua tahap:

1. Komitmen
Pengendalian
Gratifikasi

2. Penyusunan
Aturan
Pengendalian
Gratifikasi

3.
Pembentukan
UPG

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi oleh KLOP
dan/atau dengan Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK)
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PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
SEBAGAI SEBUAH SISTEM

Input Proses Output
« Komitmen « |nternalisasi aturan < Kesadaran « Lingkungan
 Perangkat Aturan ¢ Diseminasi PPG Melapor Pengendalian
Internal Gratifikasi ¢ Pengelolaan  Laporan yang
* Unit laporan Gratifikasi Gratifikasi Transparan dan
Pengendalian e dsbh. « Manajemen Tools Akuntabel

Gratifikasi (UPG)
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TUGAS UPG

Pasal 27 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi

1. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan
Gratifikasi dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

2. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam
hal Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan
Gratifikasi;

3. Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;

4. Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi
secara periodik kepada KPK;

5. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan
Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Cratifikasi kepada pimpinan
instansi;

6. Melakukan sosialisasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal
instansi;

7. Melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya

penetapan status barang tersebut;

8. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Pengendalian Gratifikasi. i i a
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Diseminasi oleh ')~ C dapat dilakukan
dengan menayangkan video edukasi

DISEMINASI OLEH UPG Gratifikasi pada media-media yang telah

dimiliki instansi (seperti monitor internal,
media sosial, dll).

Diseminasi Internal

Diseminasi Eksternal Kumpulan Video Edukasi Gratifikasi dapat
diunduh melalui:

> hitps://drive.go n?id=1UHe}
LCB-7WZQsbedsRnhbC




BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN
GRATIFIKAS]I SECARA ONLINE




Memahami korupsi serta hubungan antara korupsi dan
Integritas

Memahami Gratifikasi

Memahami tugas, fungsi, dan peran UPG dalam Program

Pengendalian Gratifikasi

K

Menelaah laporan penerimaan dan penolakan _r:'ﬂ'<;=,@
)

4
1

Mendeteksi potensi area rawan gratifikasi pada KLO

Memfasilitasi pihak eksternal dan internal dalam

meningkatkan pemahaman terkait gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi




Kelebihan Bimtek Online PPG

@ Akses Kapan Saja

IELWERYEIE

Walaupun #bekerjadarirumah
tetap bisa belajar Program
Pengendalian Gratifikasi

Mudah

Materi yang Komprehensif
membuat peserta mudah
memahami Program
Pengendalian Gratifikasi

Dapat Sertifikat

Setelah menyelesaikan Bimtek,
Peserta akan mendapatkan
E-Sertifikat yang dapat diunduh
dilaman E-Learning



Monitoring dan Evaluasi adalah:

serangkalian kegiatan yang
bertujuan untuk menilai ketaatan
dan komitmen KLOP dalam
penerapan sistem pengendalian
gratifikasi dan menyempurnakan
sistem pengendalian gratifikasi

yang diterapkan di instansi KLOP.

Monitoring dan Evaluasi
dilaksanakan oleh :

» Unit Pengendalian Gratifikasi
KLOP secara internal minimal
1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun dan laporan hasil
monev disampaikan kepada
KPK;

» KPK, dilakukan sesuali
dengan kebutuhan.

20




« Menilai kepatuhan terhadap prosedur serta ketepatan waktu
penerimaan dan pemrosesan laporan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga standar kualitas
waktu pelaksanaan pemrosesan sehingga sesuai dengan
mekanisme yang telah ditetapkan.

 Menilai keakuratan hasil review oleh UPG atas laporan

penerimaan hadiah/fasilitas yang dilaporkan instansi KLOP.,
KEG IATAN Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meminimalisasi kekurang
tepatan pelaksanaan review yang dilakukan oleh UPG instansi
KLOP.

« Menilai kepatuhan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kegiatan
Pengendalian Gratifikasi yang telah disepakati sebelumnya.

MONEV

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menilai dan menjaga
konsistensi serta komitmen instansi/organisasi mitra dalam
penerapan sistem pengendalian gratifikasi.

Metode yang dapat dipergunakan dalam kegiatan ini antara lain
self assessment dan Focus Group Discussion.




Surat Edaran Hari Raya
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KOMISI PEMBERANTASAN KORUPS!
REPUBLIK INDONESIA

Yh 1 Para KetuaPmpnan KemenledavLembaga Pemenntah OrganizasiPemerintah Dasrah
dan EUMNBUMD
2 Para KetuaPimpinan AsosiasiPerusaraan¥omparas!
3. Seluruh Pegawal Neger dan Fenyelenggara Negara R

Surat Edaran No 14 Tahun 2020 =l

NOMOR !4  TAHUN 2020

Tentang Pengendalian Gratifikasi Momen Hari Raya s

PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT MOMEN HARI RAYA

Tanggal 13 Mei 2020

Dalam rangka pengendsiian gratifkasi terkait mamen hari raya keagamaan dan pecayaan han besar
kinnya s6ria panegasan atas imbauan jevang gralifkasi sebekomnys, tams mengimbay hal-hal sehagai berkt

1. Perayssn hen raya keagamaan dan perayaan har besar lsnmya menpakan frads bagl mesyaraks

. . b d I k P n e n d a I ia n Indomersis untik meningkakan relglositas. berumpul dengen kesabat, dan sakng berbegl wamarya

T d 8 \epada piteh yang membuihkan Perayaan terssbul hendakeya tidak cilaksanakan secara berdebihas
erda pat poin I1mbauan dlam rangka eng sy hagpsca ooyl ngha v e srsariocn
den Peryelesggara Negara wajh menadi contoh yarg ait bagi masyarakal dengan bdsk melakuken

Gratifikasi terkait momen hari raya keagamaan dan ot oo tepibsadsmaphiralo etk maaben o

) . | dengan hewaiten alau tegasnya. Tindakan tersebut depat menimbulkan karflic kepeningan, berentangsn
perayaan hari besar lainnya serta penegasan atas imbd0an | e i o, ol ol

Berdasarkan Undang-undang Momer 20 Tahun 2001 temang Perubehan atze Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Konps\ apabila Pegawai NegeriPemmienggas

te nta n g g ratifi ka Si Se be I U m nya . Negara menenma 9ratfiasi yang berhubungan dengan batan dan terdawanan dengan tewaiban atay

togasnya maka wal b melsporkan kepada KPK dalam jangka wakis 20 Harl Kena ssak tanggal penerimaan
gratficas;

Paminiaan dans denialss hadish sebagal Tunjangan Harl Rayas (THR) stau dengan sebuan lan okh
Fegawal NegeriPenyelesggara Negara, bait secara indwvidu maugun mengatasnamakan Instiusi
negaradacesh kanada masyarakat, penusahaan daniatau Pegawal Neger/Penyelenggara Negara lannya,
bak secara tartuls maupun tidsk leduls, merupakan porbuatan yang dilsrang dan dapat berimpkasi pada
tmcak pdana kooups)

Termadap pererimaan gratifkas: berupa bingkisan makanan yang mudsh rusak dan'atey kadaluarss dapet
dsalrkan sebags tentuan sosal ke pant asuhan. pard jompo, stau pitak yang membuturkan, dan
mefapeian kepada Usit Pengenclian Geatfikas: (UPG) 4 instansi masing-masing dsertal penjelasan dan
dokumenizsl paryershannya. Selantnya UPG malaportan rekaphuiasi penerimaan sersabut kepada KPK;




CONTACTUS L)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
JI. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi

TERIMA
Jakarta Selatan 12920
(021) 2557 8300 & K AS' H

www.kpk.go.id &
Call Center 198 &

Direktorat Gratifikasi

JI. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi
(021) 2557 8448 &
pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id &=
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